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Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR 10 TAHUN 2010 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT LEBAK, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008, Kepala Daerah mergajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
den Belanja Daerah (APBD) yang dlajuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan 
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah 
disepakat! bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 
tanggal 10 Desember 2010; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
hurnf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republ'ik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesla Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar~n Negara Republik 
Indonesia Nornor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Plmplnan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah beberapa kall dlubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4574); 



15, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4576) sebagalmana dlubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HIbah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); -­ 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima! (Lembaran 
Negara Republlk Indonesla Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21, Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lemharan Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4609); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsl, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
5161); 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tamoahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Dae rah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang 
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Ser E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2006 No.nor 15); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Urusan Pemerlntahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2007 Nmor 8); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Kerja Sekretarlat Daerah dan 
Sekretarlat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Ker]ja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 
Nomor 11); 

33. Perazuran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Ker]a Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerahi Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Ker]a Inspektorat Kabupaten 
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13); 

35, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Kerja Satuan Polis! Pamong 
Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 
2007 Nomor 14); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Organisasl dan Tata Ker]a Kecamatan serta Kelurahan di Lingkungan 
Pemerlntah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2007 Nomor 15); 

37, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Ker]a Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10); 



38, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebak Tahun 2009 Nomor 8); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran. Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 
Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 
2010 Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 
2010 Nemer 8); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2010 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

dan 

BUPATI LEBAK 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagal berikut : 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.111.410.316.729,­ 

2. Belanja Daerah RD, 1,159,394,400,329(-) 
(Def1sit) Rp. (47.984.083.600-) 

3. Pemblayaan Daerah 
Penerimaan Rp, 66,850.749.600- 
Pengeluaran Rp, 18,866,666.000--) 
Pemblayaan Netto R0 427.984.083,600- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdirl dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 82.735.670.000,­ 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 825.156.109.600,­ 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 203.518.537.129,­ 



9.580.000.000,· 
62.797.950.000,­ 

3.437.631.000,­ 
6.920.089.000,­ 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dart jenls 
pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 
b. Retribusl Daerah sejumlah Rp. 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 
d. Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang sah sejumlah Rp. 

43.352.412.000,­ 
710.659.097.600,­ 

71.144.600.000,­ 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenls 
Pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah 
b. Dana Alokasi Umum se]umlah 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

(3) 

Rp. 25.000.000.000,­ 

23.897.682.129,­ 
154.620.855.000,­ 

Rp. 
Rp, 
Rp. 
Rp. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan; 
a. Hibah sejumlah 
b. Dana Darurat sejumlah 
c. Dana Bagi Hasll Pajak dart Provinsi sejumlah 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah lainnya sejumlah 

(4) 

() 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah R. 627,689.167.580,­ 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 531.705.232.749,­ 

18.822.790.000,­ 
11.915.700.000,­ 
13.500.000.000,­ 
1.061.058.000,­ 
1.299.558.253,­ 

578.440.061.327,­ 
2.650.000.000,­ 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp, 

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah 
b. Belanja Bunga sejumlah 
c. Belanja Subsidi sejumlah 
d. Belanja Hibah sejumlah 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
h. Belanja Tidak Terduga se]umlah 

(2) 

29.628.834.600,­ 
231.532.600.901,­ 
270.543.797.248,­ 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenls 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah 
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah 
c. Belanja Modal sejumlah 

(3) 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  
a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.850.749,600,­ 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 18.866.666.000,­ 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dart jenls pemblayaan: 
a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 66.850.749.600,­ 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp, 
e. Penerimaan kemball pemberian pinjaman sejumlah Rp. 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pemblayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

sejumlah 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
d. Pemberlan PinJaman Daerah sejumlah 

Pasal 5 

huruf b terdirl dari jenis 

Rp. 

Rp. 2.700.000.000,­ 
Rp. 15.666.666.000,­ 
Rp. 500.000.000,­ 

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdirl darl: 

RIngkasan APBD; 
Rlngkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasl; 
Rindan APBD menurut Urusan Pemerfntahan Oaerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organlsasl, Program dan Keglatan; 
Rekapltulasl Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsl Dalam 
erangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 
Daftar Perklraan Penambahan dan pengurangan Aset lalnnya; 
Daftar keglatan-keglatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesalkan dan dlanggarkan kemball dalam tahun 
anggaran In!; 
Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal6 

Bupati Lebak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagal landasan operasional pelaksanaar APBD, 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4, Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
0. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 

10. Lamplran X 
11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 
13. Lampiran XIII 

Rangkasbitung 
29 Desember 2010 

LEBAK, 

# J  
JAYABAYA 


